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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 242 /PMK.03/2014

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai penentuan tanggal jatuh
tempo pembayaran dan penyetoran pajak, penentuan
tempat pembayaran pajak, dan tata cara pembayaran
pajak, penyetoran dan pelaporan pajak, serta tata cara
pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak telah
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh
Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan
Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran
Pajak, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara
Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010;

b. bahwa ketentuan mengenai jangka waktu pelunasan
Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar, dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan
Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak
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yang harus dibayar bertambah bagi Wajib Pajak usaha
kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu telah diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
187/PMK.03/2007;

c. bahwa ketentuan mengenai tata cara pembayaran pajak
melalui pemindahbukuan telah diatur dalam Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 88/KMK.04/1991;

d. bahwa ketentuan mengenai penunjukan tempat dan
tata cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan telah
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
167/PMK.03/2007;

e. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan
menyesuaikan dengan perkembangan teknologi
informasi, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai
tata cara pembayaran dan penyetoran pajak;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,
huruf e, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9
ayat (1), ayat (3a), ayat (4), Pasal 10 ayat (1), ayat (1a),
dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, serta
Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan
Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara
Pembayaran dan Penyetoran Pajak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4999);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5268);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang
selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

2. Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-
Undang PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

3. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut
Undang-Undang PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983
tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

4. Undang-Undang Bea Meterai adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1985 tentang Bea Meterai.

5. Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut
Undang-Undang PBB adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985
tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

6. Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut PPh adalah Pajak
Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPh.

7. Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut PPN adalah Pajak
Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN.

8. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang selanjutnya disebut PPnBM
adalah Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang PPN.

9. Bea Meterai adalah pajak atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Bea Meterai.

10.Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah
pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PBB.

11.Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah
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nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam
administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal
diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakannya.

12.Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak
untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang
dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam
Undang-Undang KUP.

13.Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila
Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun
kalender.

14.Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor
identitas objek pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan.

15.Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan
oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk
menampung seluruh penerimaan negara dan untuk membayar
pengeluaran negara.

16.Modul Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat MPN adalah
modul penerimaan yang memuat serangkaian prosedur mulai dari
penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan,
pengikhtisaran sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan
penerimaan negara dan merupakan bagian dari sistem penerimaan dan
anggaran negara.

17.Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri
Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam
rangka impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri,
dan penerimaan bukan pajak.

18.Bank Devisa Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri
Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara dalam rangka
ekspor dan impor.

19.Bank Persepsi Mata Uang Asing adalah bank devisa yang ditunjuk oleh
BUN/Kuasa BUN Pusat untuk menerima setoran Penerimaan Negara
dalam mata uang asing.

20.Pos Persepsi adalah kantor pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan
untuk menerima setoran penerimaan negara.

21.Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat NTPN
adalah nomor bukti transaksi penerimaan yang diterbitkan melalui
MPN.

22.Nomor Transaksi Bank yang selanjutnya disingkat NTB adalah nomor
bukti transaksi penerimaan negara yang diterbitkan oleh Bank Persepsi
atau Bank Devisa Persepsi.
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23.Nomor Transaksi Pos yang selanjutnya disingkat NTP adalah nomor
bukti transaksi penerimaan negara yang diterbitkan oleh Pos Persepsi.

24.Nomor Penerimaan Potongan yang selanjutnya disingkat NPP adalah
nomor bukti transaksi penerimaan negara yang berasal dari potongan
Surat Perintah Membayar (SPM).

25.Bukti Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat BPN adalah
dokumen yang diterbitkan oleh Bank Persepsi/Bank Devisa
Persepsi/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara yang
mencantumkan NTPN dan NTB/NTP serta elemen lainnya yang
ditentukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau dokumen
yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
atas transaksi penerimaan negara yang berasal dari potongan SPM
yang mencantumkan NTPN dan NPP.

26.Surat Setoran Pajak yang selanjutnya disingkat SSP adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas
negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri
Keuangan.

27.Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak dalam rangka impor yang
selanjutnya disebut SSPCP adalah surat setoran atas penerimaan
negara dalam rangka impor berupa bea masuk, denda administrasi,
penerimaan pabean lainnya, cukai, penerimaan cukai lainnya, jasa
pekerjaan, bunga dan PPh Pasal 22 Impor, PPN Impor, serta PPnBM
Impor.

28.Pemindahbukuan adalah suatu proses memindahbukukan penerimaan
pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai.

29.Bukti Pemindahbukuan yang selanjutnya disebut Bukti Pbk adalah
bukti yang menunjukkan bahwa telah dilakukan Pemindahbukuan.

BAB II

JANGKA WAKTU PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK

Pasal 2

(1) PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan
harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya
setelah Masa Pajak berakhir, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri
Keuangan.

(2) PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak harus
disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah
Masa Pajak berakhir, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.

(3) PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah
dan/atau bangunan yang dipotong/dipungut atau yang harus dibayar


